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Menimbang

BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2018

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWAEBAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Nomor 755 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan’ Peraturan Bupati
Lampung Utara sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. i

bahwa  pertanggungjawaban  pelaksenaan  Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55} dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nowmor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Hoimor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang -
Perbendaharaan Negara {Lembaran Wegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



i
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1§ Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 fentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangsn antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); \

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang. Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fenteng Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 {fentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416} sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219); )

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); - . '

. § *

Peratwran Pemerinteh Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daereh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 {(lembaren Negara Republk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11585) ; .

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja . Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Pcraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah {l.embaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah -
Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);

Pera‘-tliran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 755
Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggararan 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2018 Nomor ....};

Pcraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2017 Nomor 006);



Menetapkan :

N

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan

Asli Rp.

Daerah
b. Dana Perimbangan Rp. 1.246.229.672.491,00
¢. Transfer Penjerintah Rp.
Pusat — Lainnya
d. Transfer Pemerintah. Rp.
Provinsi
e. Lain-lain Pendapatan Rp.
yang sah
,Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Operasi

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga  Rp.
Belanja Hibah Rp.
Belanja Bantuan Rp.
Sosial

Belanja Bantuan Rp.
Keuangan

Rp.

Rp.

103,970.703.713,71

195.028.192.000,00

i

84.991.975.587 47 -

73.745.071.446.00

Rp. 1.703.965.615.238,18

820.270.931.974,00
318.688.086.338,35
1.158.700.558,00
28.854.900.000,00
8.341.000.000,00

221.769.908.004,00

Jumlah Belanja Rp. 1.399.183.526.874,35

Operasi
b. Belanja Modal
1} Belanja Tanah  Rp.
. 2) Belanja Rp.
' Peralatan dan
Mesin ;i
3} Belanja Gedung Rp.
dan Bangunan
4} Belanja Jalan, Rp.
Irigrasi dan
Jaringan
5) Belanja _ Aset Rp.
Tetap Lainnya
6) Belanja Aset Rp.
BLUD

Jumlah Belanja Rp.
Modal

32.240.273.052,00

¥

77.708.961.125,00

277.877.479.730,00

12.148.766.065,00

399.975.479.972,00


http:195.028.192.000.00

c.» Belanja Tak Terduga Rp. 1.239&97.600,0{};

d. Transfer
1) Transfer Bagi Rp. 207.251,722,00
Hasil Ke Desa
2) DBagi hasil Pajak Rp. -
Jumlah Belanja Rp. 1.800.605.956.168,35
dan Transfer :

Surplus { Defisit ) ' Rp. (96.640.340.930,17)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 130.352.600.523,78
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Rp. 130.392.600.523,78
Pembiayaan Netto .
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenan Rp. 33.752.259.593,61
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dlmakmd dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 2
dirinci lebih lanjut ke daiam penjabaran laporan rea}zsam anggaran.

?asal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagalmma dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


http:terpisahlr.an
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Pasal &
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lampung Utara.
Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal, 05 Oktober 2018
% BUPATI LAB‘!IPUNG UTARA,
AGUN& ILMU MANGKUNEGARA
?.? o
Diundangkan di Ketabumi

pada tanggal, 05 Oktober 2018

SEEKRETARIS D
KABUPATEN L. UNG UTARA,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMIU NG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 25



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI LAMPUNG UTARA

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Nomior 755 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkana Peraturan Bupati
Lampung Utara sebagai rincian 'lebih lanjut dari
Pertanﬂ,gungawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Balama. Daerah Tahun Anggaran 2017. ;

bahwa  pertanggungjawaban pelaksam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD]} sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupatl tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 fentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
" Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negpara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Numor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nuinor 4286]; ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran .Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



—

10.

11.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang ~ Nomor 33 Tahun - 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) X

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2011 Normor 82, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indoniesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomeor 4'}’12)

Peraturan Pemerimah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah’ {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457 5); .

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negare Republik Indonesia

“"Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintalh Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Namor 110, Tambehan lLembaran Negara
Republik Indonesia Normor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Nomor 45‘78)
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22.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor }585); . ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ' 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4593);

i

!
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
%g,l giambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272); ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kuli terahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 755
Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggararan 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2018 Nomor ....);

Peraturan Deaerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2017 Nomor 06); '



Menetapkan :

T,

P
M
i

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Rp.  103.970.703.713,71
Daerah s
b. Dana Perimbangan Rp. 1.246.229.672.491,00
¢. Transfer Pemerintah Rp.  195.028.192.000,00
Pusat - Lainnya :
d. Transfer Pemerintah Rp.  84.991.975.587,47 !

Provinsi ,
e. Lain-lain Pendapatan Rp.
yang sah 73.745.071.446.00 ‘
,Jumlah Pendapatan Rp. 1.703.965.615.238,18
2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai Rp. 820.370.831.974,00
2} Belanja Barang Rp. 318.688.086.338,35
3] Belanja Bunga Rp. 1.158.700.558,00
4} Belanja Hibah  Rp. 28.854.900.000,00
5} Belanja Bantuan Rp. 8.341.000.000,00
Sosial -
6} Belanja Bantuan Rp.. 221.769.908.004,00
Keuangan
Jumlah Belanja Rp. 1.399.183.526.874,35
Operasi

b. Belanja Modal

1} Belanja Tanah  Rp. -

2) Belanja Rp. 32.240.273.052,00
Peralatan  dan \
Mesin

3} Belanja Gedung Rp. 77.708.961.125,00
dan tangunan :

4] Belanja Jalan, Rp. 277.877.479.730,00

Irigrasi dan
Jaringan

5) Belanja Aset Rp. 12.148.766.065,00
Tetap Lainnya ‘

6] Belinja Aset Rp. -
BLUD

Jumlah Belanja Rp. 399.975.479.972,00
Modal :


http:195.028.192.000.00

c. ,Belanja Tak Terduga Rp. 1.239.697.600,00
d. Transfer
1) Transfer Bagi Rp. 207.251.722,00
Hasil Ke Desa '
2) Bagi hasil Pajak  Rp. -
Jumlah Belanja Rp. 1.800.605.956.168,35
dan Transfer

Surplus ( Defisit ) Rp. (96.640.340.930,17)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 130.392.600.523,78
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Rp. 130.392.600.523,78

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenan Rp. 33.752.259.593,61

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

£

Pasal 3
Ringkasan laporan yealisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. e
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Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lampung Utara.
Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal, 05 Oktober 2013
- BUPATI LAMPUNG UTARA,
AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal, 05 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN UTARA,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 25



